
LAPORAN
SURVEI
KEPUASAN
MASYARAKAT
TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Komplek Kepatihan, Danurejan
Teip: (0274) 562811 Fax: (0274) 564544

Website: bpka.jogjaprov.go.id
Email: bpka@jogjaprov.go.id

PEMERINTAH DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

mailto:bpka@jogjaprov.go.id


DAFTAR ISI

....... 1

..1
1.1  2
1.2 2

4

..4
2.1 ..4
2.2 5
2.3 ..5
2.4 ...6
2.5 ..7

..7
3.1  7
3.2 9

 9
4.1 ..10
4.2 ..11

13

1

..1
1. ..3
2. ..7
3.

ii

DAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUAN  

Latar Belakang
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

n dan Per Unsur Layanan)

Dasar 

1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PENGUMPULAN DATA SKM

Pelaksana SKM

Metode Pengumpulan Data

Lokasi Pengumpulan Data

Waktu Pelaksanaan SKM

Penentuan Jumlah Responden

BAB III HASH PENGOLAHAN DATA SKM

Jumlah Responden SKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layana

BAB IV ANALISIS HASH SKM
Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Rencana Tindak Lanjut

4.3 Tren Nilai SKM

BAB V KESIMPULAN

LAMPIRAN

Kuesioner

Hasil Olah Data SKM

Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.

Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan

pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka

disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9

(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta

konsultasi pengaduan.

1

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset DIY sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan 

publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat.

Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan 

masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas 

pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas



1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

• Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

• Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

• Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan

kualitas pelayanan informasi publik dan layanan pengaduan yang telah diberikan oleh Badan

Pengelola Keuangan dan Aset DIV.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja

penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan

dalamdari masing-masingkekurangankelemahan1. Diketahui atau unsur

pelayanan publik secara periodik;

2

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik



3.

4.

5.

6.

3

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlii diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas basil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap basil pelaksanaan 

pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.



BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

2024 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarkan kepada pengguna

layanan melalui link google form. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah

unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam

kuesioner SKM Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY yaitu :

Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu1.

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang2.

3.

4.

5.

pelayanan.

4

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset DIY dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset DIY merupakan tim Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis



6.

7.
pelayanan.
Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan8.

9.

dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan.

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan mengikuti kesediaan responden.

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dengan

mengisi link google form. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri

atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu)

tabun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan

dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pelaksanaan

Juli 2024 31.

Juli - Agustus 2024 40

Agustus - September 33.

2024

3Penyusunan dan Pelaporan Hasil4.

5

September 2024

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

2. Pengumpulan Data

L4
Pengolahan Data dan Analisis Hasil

No. Kegiatan

Persiapan

Jumlah Hari Kerja



2.5 Penentuan Jumlah Responden

r
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Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari 

perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada BPKA 

DIY dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 210 orang. Selanjutnya responden dipilih 

secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel 

sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum 

sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 136 orang.
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BAB III

HASH PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan basil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh yaitu 136 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE

1 JENIS KELAMIN LAKI 45%61

PEREMPUAN 75 55%

0 0%PENDIDIKAN SD KE BAWAH2

SLIP 0 0%

23.5%SLTA 32

0 0%Dill

51.5%70SI

34 25%S2

98.5%134PNSPEKERJAAN3

0%0TNI

0.74%1SWASTA

0%0WIRAUSAHA

0.74%1LAI NN YA

100%LAYANAN INFORMASI PUBLIKJENIS LAYANAN4

100%LAYANAN PENGADUAN

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh

hasil sebagai berikut:

7



label 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

8

IKM per Unsur pada BPKA DIY 
Tahun 2024

3,86 3,89

3,28 3,26 3,22 H 3'28 3,3 H 3,22

IEI Illi
Persyaratan Prosedur Waktu Biaya/Tarif Produk Kompetensi Perilaku Pengaduan Sarpras

IKM per unsur 3,26 3,22 3,86 3,353,28 3,30 3,89 3,22

Kategori A

UnitIKM
84.31 (B atau Baik)

Layanan

3,28

B



BAB IV

ANALISIS HASH SKM

yaitu 3,86 dan 3,35.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan

dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

• "BPKA diharapkan dapat lebih responsif jika terjadi kendala terkait keuangan di setiap

OPD"

• "Karena pelayanan banyak melalui internet, maka kami mohon untuk internet lancar

setiap saat kita pakai joossss"

• "Aplikasi dibuat yg simpel"

• "Dipasang barcode (dikaca, pintu, jendela) sebagai sarana pengaduan, keluhan dari

berikut:

9

saat pencocokan data terkait aset dan persediaan di aplikasi"

• "Perlu ada bagian khusus yang menangani aduan terkait aplikasi SIPD"

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Terdapat 3 (tiga) unsur yang memperoleh nilai teredah. Nilai paling rendah pertama 

yaitu Waktu Pelayanan dan Sarana Prasarana yang sama-sama mendapatkan nilai 

terendah yaitu 3,22. Selanjutnya unsur dengan nilai terendah ketiga yaitu Prosedur 

dengan nilai 3,26.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, 

Saran, dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi 3,89 dari unsur layanan, kemudian 

unsur Biaya/Tarif serta Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya

• Waktu penyelesaian pelayanan dirasakan belum sesuai harapan dari pelanggan BPKA

DIY. Hal ini dikarenakan pegawai merangkap tugas sebagai admin media sosial

pengguna layanan"

• "Terkait akses internet di bidang Aset karena sering terjadi kelambatan/loading di



TW TW TW TW

I II III IV

Waktu kembali V

Pelayanan Standar Waktu Layanan

dicantumkan diyang

Standar Pelayanan dan

memberikan penjelasan

pada calon Penerima

layanan tentang waktu

yang diperlukan dalam

memberikan layanan

10

Waktu
Prioritas PenanggungNo. Program / Kegiatan
Unsur Jawab

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini 

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

(sebagai sarana pelayanan pengaduan secara online) sekaligus melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi utamanya.

• Sarana dan Prasarana di gedung sementara masih terbatas, dikarenakan kondisi 

Gedungyang berada pada Komplek Kepatihan, sehingga memiliki keterbatasan dalam 

hal aksesibilitas.

1 Sub Bagian

Umum

Mengevaluasi

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Rapat Koordinasi 

Internal. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka 

pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), 

atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM 

dituangkan dalam tabel berikut:



TW TW TW TW

I II III IV

Peningkatan sosialisasi Sub BagianV

layanan pengaduan Umum

“online"

2. Sarana Menambah Sub BagianVsarana

prasarana pelayananPrasarana Umum

Pelayanan

Prosedur Melakukan3 monitoring V

Pelayanan dan evaluasi terhadap

prosedur pelayanan

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset DIY dapat dilihat melalui grafik berikut:

11

Waktu
Prioritas Penanggung

Program / KegiatanNo.
Unsur Jawab

Sub Bagian 
Umum



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik dari tabun 2020 hingga 2024 pada Badan Pengelola

Keuangan dan Aset DIY.

12

84,3184,5

84

83,3783,5
83,0382,96

82,8383

82,5

82
2022 2023 20242020 2021

-------1KM

NilaiSKM BPKADIY
Tahun 2020-2024



BABV

KESIMPULAN

umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 84,31. Dengan

demikian nilai SKM BPKA DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024.

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan

yaitu waktu pelayanan, sarana prasarana layanan, serta prosedur layanan.

• Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan.

saran, dan masukan, unsur biaya/tarif serta unsur kompetensi pelaksana.

Yogyakarta, September 2024

PALA

IYOS S.

13

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai 

bulan Juli hingga September 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

^sO, S.E, M.Acc. 
151994031005

• Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, secara

BE
//</_________

* I 

h

Asus
Rectangle



LAMPIRAN

1. Kuesioner

Log n ke Google untuk menyimpan prog res Pelajari lebih lanjut

Menunjukkan penanyaan yang wajib diisi

Jawaban An-Sa

Kosongkan formali r•fieri kutnya

1

Survei Kepuasan Masyarakat BPKA DIY 
Tahun 2024

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Yth. Ba pak*'i bu/Saudara,
Kami it oho n Eapak/lbu/Sauciara berkenan mengisi kuesioner berikuit ini sebagai upaya 
kami uniuk memperbaiki dan memberikan pelayanan yangierbaskkepada masyarakat. 
Alas perhaiian dan partisipasinya kami ucapkan lertmakasih.

PETUNJUK
Tujuan survei ini adalah untuk merrperc-leh gambaran secara obyektif mergenai kepuasan 
masyarakatlerhadap peiayanan pub ik. Hast! survei ini akan digunakan sebagai bahan 
penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lerhadap pelayanan publskyang sangal 
bermanfaat bagi pemerintah atau masyarakat. Survei initidak aca kaitannya dengan pajak 
aiau politik.. Keterangan nilai yang diberikan bersrfatlerbuka dan tdak dirahasiakar.

Emaii ’
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PSMOAPAT RESP0NC-ENTENTAN5 FH-AVANAN INFORMASIPUBJK
Q Sangat Mahal

Q Cukup Mahal

Q Ml rah

O Tidak Seeuai Q Gratis

Sesu-ai

Q Kurang Sesufti

Q Sesuai

O Sargat Sesuai

A

Q Tidak Kompewn

Q Kurang Kcmpeter

(2) Kompetein

Q SangatKomgeten

(2) Sargat Cepai

(2) Tiaak Sopan dan Tidak Ramah

(2) Kuran g Sob an dan Kurang Ramah

( ) Sopan dan Ramah

Q Sangat Sopan dan Sangat Ramah

8 Bagaimaria pend a pat Saudara tentang kualilas sarana dan prasarana. ‘

( ) Buruk

0 Cukup

0 Balk

0 San-gat Baik

0 Tidak ada

0i Ada tetapi tidak berfungsi

0 Berfungsikurangniaksimat

0 Dike lol a dengan baik

3

1, KUESONER LAYANAN INFORMASI PUBUK

0 Tidak Mu'dah

O Kwang Muefah

Q Tidak Capat

0 Kwang C-epa?

0 Cepat

O ’s'LicJaf'

0 San gat Mudlah

7 Bagaimana pendapat Saudara tentang periiaku petjgas calam pelayanan 
terkait kesopanan dan keramahan.

0 Kwang SesuBi 

o
0 Sargat Sesuai 5.. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara 

yang tercantum calam standar peteyanan dengan basil yang dfcerikan.

3. Baga mana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memterikan 
pelayanan.

2 Bagaimana pemaftaman Sau-claratentang kemudahan prosedur pelayanan di 
unit ini.

6 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas 
dalam pelayanan

1. Bagaimana pendapct Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan 
deng an jenis pesayanannya.

9 Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan penggma 
layanan.

4 Bagaimana penoapat Saudara tentang Ke^ajaran brayaAarifdalam pelayanan. *



PENDA.PAT RESPO?OEN TBilMIG LAYANANi PENGADOAN Q) Sangai Mahal

Q Kurangi Mahal
* Q

(Ji Gratis
Q Tidak Sasuai

(J Tidak Sesuai

Q Kurang Sesuai

(J Sesuai

(J San-gat Sesuai.

(J) Tidak Kompeten

(0 Kura ng Kompeten:

(J) Kompeten

i(Ji Sangat Kompeten

(~) Sargat Cepat

(_Ji Tidak Sopan dan Tidak Ramah

( ) Kurang Sopan dar Ku-rang Ramah

(_) Scpan dar Ramah

(J Sargat Sopar dan Sangat Ramah

8.. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualrtas sarana dan prasarana.

Buruk

Q Cukup

O
Q Sargat 9aik

i _ J Herfangw kurang maksi ma I

Q Dikeioia Dengan Eaik

4Yo®r answer

2. KUESIONER LAYANAN PENGADUAN

(Ji Kurang Sesuai

Q Sesu ai

Q Sargat Sesuai

Q Ti dak Muidah

(J) Kuirang A'uciah

(_) Sangat Mudafe

Q Tidak Cepat

( ) Kurang Cepat

Q Cepat

3. Bagaimana penclapat Sauaara tentang kecepatan waktu dalam memterikan 
pelayanan.

(J) Tidak Ada

O Ada tetapi tidak bedungsi

6 Bagaimana pencapat Saudara tentang kompetensifkemampuan petugas 
dalam pelayanan

2. Bagaimana pemahaman Sauclara tentang kemudahanprosedurpelayanan di '■ 
unit ini.

7. Bagaimana pen-sapat Saudara tentang perflaku pefugas Salam peteyatian 
terkait kesopanan dan keramahan.

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna 
layanan.

1. Bagaimana pendapst Saudara tentang kesesuaian pereyaratan pelayanan 
dengan jenis peliayanannya.

5 Bagaimana pencapat Saudara tentang kesesuaian produK pelayanan antara 
yang tercantum dalam standar pelayanan datgan hasil yang d'toerikan.

Kntrk/Masukan/Saran •

4 Bagaimana pencapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. ‘



PENGOLAHAN I ND EKS KEPUASAN MASYARAKAT UNIT LAYANAN

NRR PER UNSUR RELAY AMAN
Jenis PeSayanan

3.2S 3.26 3.22 3.S6 3.2S 335 3.30 3.69 3.22

*>
0.3600.360 0.359 0.355 0.425 C'.3£S 0.363 0.427 0..354

3.372

IKM Unit pel-ay a ran

84.31

5

NRR Unit Lavanafi = Jml NRR per Unsur: 
jml jenis friayaaan

SRR tertirrbang Unit laya^an = Kilai rata- 
rata unit layanan dikaiiikan bcbot niai rata- 
rata teitiim&afflg

HRR Unit Layanan
MRR iertimbang LMt Layan an

= Ni lai Rata-rata unit layanan
= NRR Unit layanan * 0,11

= Unsur-Unsur pelayanain
= Nilai rata-rata
= Indeta Keptiasan Masyarakat
= Jumlati NRR IKM tertimbang
= Juimlaih NRR Tertimbang x 25
= Nilai Rata-rata per unsur per jeni s l ayanan 
tbendasarkan perhffungan IKMjenis layanan)

UNIT PELAYANAN
ALAMAT
Tip,''Fax.

: BPKADIY
: Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta
.- '102741562011

: SB ,31 - 100, CO 
: 78,61 - 88,30 
: 65 ,C0-76,60
: 25 .CO -94.fi

Keterangan :
-Uls.dL U9
-NRR
-IKM

WRR Per Unsur Pelayanan

___________i______
1. IKM Layanan Informas i Publ ik
2. IKM Layanan Pengaduan

U1 
~2~ 
3.29 
3.26

U4 
~~5~ 
3.8-8 
3,85

UT 
~~8~ 
3.30 
3.30

U« 
~S~ 
3.87 
3 .SO

U»9 
~Td~ 
3.19 
3.24

U2 
~~3~ 
3.24 
3.29

US
~e~
3.26
3.29

U6 
~~7~ 
3.37 
3.34

W 
U1 
U2 
U3 
U4 
U5 
U6 
U7
US 
U9

Nilal IKM
Jenis

Layanan 

fl 
84.22 
84.40

U3
T-
3.22
3.23

IKM UNIT PELAYANAN
Mutu Pelayanan:
A (Sang at Baik)
B (Bak)
C (Kurang Bak)
U (I Klak Hak)

IMS UR PElAYaNAH
Persyaratan______________
Prosedur_________________
Waktu Pelayanan__________
Blaya/ Tartf_______________
Prodkiii Layanan-___________
Kompetansi Pelaksarta______
Peri iaku Pelaksana_________
Penanganan Pengadiuan, Sairai 
Sararsa Prasarana

•*)
84.31



50 LA SLR PELAYANAX

0.354 80.4239

3.372

84.310Nilai NRR setelah konversi

6

UNIT PELAYANAN
ALAMAT
TELEPON TAX

Nilai Total NRR 
Terrimbaiig per L'nsur 

Jen is Pelayanan

Nilai Total NRR per 
Vnsm Jenis Pelayanan 

Setelah dikonversi

Juinlah Nilai Total NRR 
tertmibang per nnsiir jenis 
pelayanan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH I ST IMEW A YOGYAKARTABADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET oo o(Wi SKJ—'ifilial ar L72 rUffH (Ut •,t:i Mi

Kiquatihars Daswtqan Yogyafcatfi Jelpcru (02?4) 561515 Ex! 111?-1122 Faatimtte (0274) 564544 
YOGYAKARTA - Kcde Pas 55213

website bpka jogiapioy gu id e-uwl bfAa@,tu<j!japn3u go.id 

: BPKA DIY
: Koaipleks Keparihan. Danmejan Yogyakarta
: (0274)562811

84.31
B

BAIK

SKM Unit Pelayanan
Mirttt Pelayanan______
Kinetja Unit Pelayanan

81.893
81.618
80.607
96.507
81.893
S3.S24
82.537
97.151

0.360
0.359
0.355
0.425
0.360
0.369 
0.363 
0.427

1 
2 
3_
A
2
1
7
8

Pexsyaratan_______________
Prosediu_________________
Waktn Pelayanan
BrayaTarif
Prodnk Layanan___________
Kompetensi Pelaksana_______
Perilaku Pelaksana
S ar ana Pt asarana
Penanaanan Pengaduan. Saran. 
dan Masulzan



3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode 2023

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2024

7



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang

berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan

diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah

satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publikyang tertulis dalam Undang - Undang

Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas

partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tabun 2012

tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan

publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen

tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

14 Tabun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong

layanan dalam menilai kinerjapartisipasi masyarakat sebagai pengguna

penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi

lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

8



mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY

perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan basil tindak lanjut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses continuous improvement

dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan

kualitas pelayanan publik.

9



BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LAN JUT

label 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No Unsur IKM Mutu Layanan

Persyaratan1 80,69 B

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur2 80,69 B

3 Waktu Pelayanan 79,57 B

Biaya/Tarif4 96,98 A

5 79,91 B

Kompetensi Pelaksana6 81,85 B

Perilaku Pelaksana7 80,46 B

8 80,13 B

Sarana dan Prasarana9 94,75 A

10

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi 

lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun 

sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk 

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik.

Penanganan Pengaduan, Saran, 
dan Masukan

Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY 

periode tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur 

pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel berikut ini:



maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdirt dari 3 unsur dengan nilai

terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel

di bawah ini:

Tabei 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM 2023

Waktu
Program/KegiatanJenis PelayananNo

TW 2TW1 TW3 TW4

1. SekretarisV

SekretarisV

SekretarisV

11

Layanan Informasi
Publik, Layanan
Pengaduan

Waktu
Pelayanan

Penanganan 
Pengaduan, 
Saran, dan 
Masukan

Produk, 
Spesifikasi, 
dan Jenis 
Pelayanan

Prioritas 
Unsur

Melaksanakan review 
terhadap jenis layanan 
untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik

Mengevaluasi kembali 
Standar Waktu Layanan 
yang dicantumkan di 
Standar Pelayanan dan 
memberikan penjelasan 
pada calon Penerima 
layanan tentang waktu 
yang diperlukan dalam 
memberikan layanan

Melaksanakan review 
terhadap Penanganan 
Pengaduan, Saran, dan 
Masukan

Penanggung 
Jawab

Asus
Typewritten text
2023

Asus
Typewritten text
2023

Asus
Typewritten text
2023

Asus
Typewritten text
2023



BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Rencana Tindak Tantangan/No Apakah RTL Telah Dokumentasi Kegiatan Waktu
Lanjut Pelaksanaan Hambatan

sudah Menyediakan Triwulan IV

Melaksanakan review

media sosial.

12

terhadap Penanganan 
Pengaduan, Saran, dan 
Masukan

Penanganan
Pengaduan, Saran, dan
Masukan ->

Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum)

personil yang secara 
khusus menangani 
pengaduan,saran 
dan masukan via

sehingga lebih 
responsif

Deskripsi Tindak
Lanjut (Mohon
Dijabarkan)

o
o

3

. *

rikan ke bldang terkait. Apabla bertcenan, bapak dapat 
..^sparan's/index urrtuk data reaiiwrei APBD. Mohon 
^am 3x24 jam. Demikian Informafil yang dapat kami

Ra; Surat Izin Penelitian Permobonan Date Badan o Peogcloia Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

.w-ss;.
S^lamat Siang,

Saiam Horma:,

Surat telah kami terima dan kami sampaikan 
brcwsing d web "pka./ogjaprov.gc.id/trans^- 
inenunggu terKart p«rmohonsn bap&k daiam 
sampaikan, semoga berkenan. Tehmakasih

From: "FHYogya" <risetwl5atayogYa<6^gn’aii.axn>
To: bpk^'^ogjaprov.go.ld
Sent: Thursday, September 5, 2024 10:58! 16 AM
Subject: Sura: Izln PeneHHan dan Rarmohonan Data - Sedan Pengetola Keuangan dan Aset 
(BPKA) Provinsi Daerah Istimewe Yogyakarta

Seiamat Stang,

Sa&m honnat,

Asus
Typewritten text
2023



5. Produk pelayanansudah Triwulan IV

6.

Waktu Pelayanan -> sudah Triwulan IV

Waktu Pelayanan10.

13

Produk, Spesifikasi, dan 
Jenis Pelayanan ->

Mengevaluasi kembali 
Standar Waktu Layanan 
yang dicantumkan di 
Standar Pelayanan dan 
memberikan 
penjelasan pada calon 
Penerima layanan 
tentang waktu yang 
diperlukan dalam 
memberikan layanan

Melaksanakan review 
terhadap jenis layanan 
untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik

Menambah rincian 
produk pada doumen 
Standar Pelayanan 
Tahun 2024

Telah dilakukan 
perubahan jam 
pelayanan pada 
standar pelayanan 
yang dimuat dalam 
Dokumen Standar 
Pelayanan (tanpa ada 
waktu istirahat)

Waktu pelayanan pada dokumen 
Standar Pelayanan Tahun 2023

Waktu pelayanan pada dokumen 
Standar Pelayanan Tahun 2024

Penanganan 
pengaduan, 
saran, dan 
masukan

: 0800- 15.30 WB 
:08 00-14.U0WlB

jam igtirahat. 12.00- 13.00 WIB 
jam stirahat .11.30-13.00 WB

2. Jam Operational Pelayanan Informaai Pltblik BPKA DIY
Jam layanan Iriforma&i Publik deh PHD Badan Pengefola Keuangan dan Aset DIY adalah 
aebagai berikut: 
Han Senin - Karm
Han Jumat

1. Informasi APBD Pemda DIY
2. Informasi Laporan Keuangan Pemda DIY
3. Informasi Pencairan Dana Banluan Keuangan Khusus

4 Informasi Magang.

1. Datang Langsung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
yang beralamat di Gedung Punladewa Lantai I Komplek Kepatihan 
Danurejan, Ynnvakarta 55?13:

2. frmaiL, bpka@jogjaprov.go.id;
3. Website -i http //bpka jogjaprov.go.id;
4 Teleonn ' (0274) 662811 Ext. 1117;
5. EahsimiM0274) 664544.

publik BPKA DIY adalah sebagai berikut 
07 30- 16.00 WIB

„ 07.30- 14 30 WIB

Jam layanan informasi 
Hari Senin - Kamis 
Han Jumat

mailto:bpka@jogjaprov.go.id
Asus
Typewritten text
2023

Asus
Typewritten text
2023



BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya

dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah

2. Semua rencana tindak lanjut telah ditindaklanjuti.

B.

14

menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebesar 100% (persentase dihitung dari 

realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut x 100%)

m|S0, S.E, M.Acc. 
m151994031005

.wiyo:

.____ _________ -o.
*
o

Asus
Rectangle


